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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang 

Pelayan yang baik adalah pelayan yang mampu mengerti kebutuhan yang 

dilayani, cepat dalam memberikan layanan, tepat waktu, dan tanggap akan pemenuhan 

kebutuhan yang dilayani. Kualitas pelayanan dalam berbagai aspek menjadi salah satu 

penghubung utama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk itu upaya 

peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara konsisten dengan 

memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan pemerintah 

kepada masyarakat dapat diberikan secara transparan, cepat, tepat, murah, sederhana 

dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. 

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat 

luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan 

berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan 

dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik oleh aparatur negara dewasa ini telah 

menjadi isu strategis, karena tingkat kualitas kinerja pelayanan publik akan menentukan 

baik buruknya pelayanan kepada masyarakat dan pada gilirannya akan menentukan 

citra dari aparatur negara.  

Berbagai keluhan masyarakat atas rendahnya kinerja pelayanan yang diberikan 

oleh pemerintah daerah baik pelayanan di bidang perizinan, administrasi termasuk 

pelayanan oleh Badan Usaha Milik Daerah, perlu segera diupayakan perbaikannya. 

Keluhan masyarakat yang tidak segera direspon oleh pemerintah akan dapat 

menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah, yang pada akhirnya 

dapat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh 

karena itu upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan 

kegiatan yang harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan oleh semua 

jajaran aparatur daerah. 
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Untuk mengetahui kualitas kinerja pelayanan publik diperlukan adanya data 

penilaian terhadap kinerja pelayanan yang berbasis pada pendapat masyarakat, salah 

satunya melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Hal ini sesuai dengan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Untuk itu kegiatan survei kepuasan masyarakat 

perlu dilaksanakan secara berkesinambungan, dengan maksud dapat diketahui 

perkembangan nilai SKM unit pelayanan publik dari tahun ke tahun.  

B. Dasar Hukum 

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Hasil Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan 

Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

C. Tujuan 

Tujuan dari kegiatan SKM ini adalah: 

1. Untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. 

2. Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

3. Untuk memperbaiki kinerja pelayanan yang ada berdasarkan hasil analisis 

terhadap unsur pelayanan yang kinerjanya rendah. 

4. Sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas 

pelayanan publik. 

5. Untuk memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan di 

lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. 
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6. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan 

oleh aparatur pemerintah Kota Pontianak. 

D. Sasaran 

1. Tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

2. Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat 

dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna. 

3. Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 

E. Manfaat 

Dengan tersedianya data SKM secara periodik, dapat diperoleh manfaat 

sebagai berikut:  

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit 

pelayanan publik secara periodik. 

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu 

dilakukan. 

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil 

pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah. 

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup 

Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan. 

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan. 

F. Pengertian Umum 

Dalam laporan ini yang dimaksud dengan: 

1. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan 

tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas 

pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara 

pelayanan publik. 
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2. Penyelenggaraan pelayanan publik adalah instansi pemerintah. 

3. Instansi pemerintah adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

termasuk BUMN/BUMD dan BHMN. 

4. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

5. Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi 

pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan 

pelayanan kepada penerima pelayanan. 

6. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang 

melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan 

perundangundangan. 

7. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi 

pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur 

penyelenggara pelayanan publik. 

8. Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap 

kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. 

9. Biaya pelayanan publik adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan 

apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik, yang besaran dan 

tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

10. Unsur Survei Kepuasaan Masyarakat adalah faktor dan aspek yang dijadikan 

pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. 

11. Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan 

sedang berada di lokasi unit pelayanan atau yang pernah menerima pelayanan 

dari aparatur penyelenggara pelayanan. 

 

G. Ruang Lingkup Survei Kepuasan Masyarakat 

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat dalam peraturan ini meliputi: 
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1. Persyaratan 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Prosedur 

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan, termasuk pengaduan. 

3. Waktu pelayanan 

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/Tarif 

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan 

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini 

merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

6. Kompetensi Pelaksana 

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana 

meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 

7. Perilaku Pelaksana 

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

8. Maklumat Pelayanan 

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban 

penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 
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BAB II 

Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat 

 

1. Analisis Masalah 

Berkaitan dengan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat yang telah 

dilaksanakan oleh tim survey pada tanggal 9-13 Juli 2018 di lingkungan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, maka didapatkan hasil 

terendah pada pelaksanaan survei tersebut yaitu pada unsur waktu pelayanan. 

 

2. Tindak Lanjut 

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Pontianak bahwa pegawai dinas tersebut telah 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga waktu pelayanan yang telah 

dilaksanakan oleh pegawai dinas sudah terlaksana sebagaimana mestinya. 

Jika waktu pelayanan dipersingkat lagi maka dikhawatirkan pelayanan 

pada dinas menjadi menumpuk sehingga pelayanan berjalan tidak efektif. Hal ini 

terjadi dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana serta kurangnya pegawai 

yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Solusi dari masalah tersebut yakni harus ditambahnya sarana dan 

prasarana serta penambahan pegawai pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Pontianak sehingga elaksanaan pelayanan pada dinas 

dapat diselesaikan lebih cepat dari sebelumnya. 
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BAB III 

Kesimpulan 

 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari Forum Konsultasi Publik adalah sebagai 

berikut: 

1. Bahwa nilai terendah dari hasil survei pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil adalah pada unsur waktu pelayanan. 

2. Dalam melaksanakan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Pontianak, pegawai dinas telah melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan SOP yang telah ditentukan. 

3. Untuk mempersingkat waktu pelayanan maka dinas membutuhkan penambahan 

sarana prasarana dan juga penambahan pegawai agar pelaksanaan pelayanan 

dapat berjalan lebih efektif dari sebelumnya. 


